BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi
manusia untuk meneruskan generasi, dan melestarikan hidupnya. Islam
memposisikan perkawinan sebagai suatu sistem hukum yang relevan dengan
fitrah manusia. Perkawinan berdiri diatas prinsip tegaknya kehormatan,
terwujudnya ketentraman jiwa suami istri, tegaknya hubungan yang kuat
lintas keluarga dan masyarakat dengan ikatan pertalian keluarga.'
Perkawinan dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan sunnah Rasul
yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari Allah. Disamping itu,
perkawinan juga bukan hanya untuk mendapat ketenangan hidup sesaat,
melainkan untuk selama hidup.2

Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, sebagaimana yang
tercantum dalam firman-Nya yaitu Surat an-Nur Ayat 32, sebagai berikut:
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Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara
kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba
sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan

' Muhammad Zuhaily, Figih Munakahat, (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 20.

* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan Undang-
undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), 48.
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member kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah
Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”™

Diterangkan pula dalam hadis Rasul sebagai berikut:
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Artinya: telah menceitakan kepada kami ‘Umar Bin Hafs Bin Ghiyath:
telah menceritakan kepada kami Ayahku: telah menceritakan kepada
kami A’mash: telah menceritakan kepada kami ‘Umarah dari
‘Abdurrahman bin Yazid berkata: kami menemukan rasul bersama
seorang pemuda yang tidak mendapat sesuatu apapun, maka Rasul
berkata kepada kami : “wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu
telah mamapu kawin, maka kawinlah karena perkawinan itu lebih bisa
menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan
barang siapa belum mampu hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu
merupakan pelindung bagi dirinya”

Adapun pengertian perkawinan menurut Madhhab Shafi’i ialah akad
yang mengandung ketentuan hukum terkait kebolehan melakukan hubungan
suami istri dengan lafat nikah, fazwij, maupun terjemahnya. Selanjutnya,
Hanabilah memberikan definisi nikah ialah akad yang memuat /afaz nikah
atau tazwij didalam sebuah kalimat, dan orang yang diakadkan tersebut
berhak atas kemanfaatan untuk istimta’. Dan menurut Hanafiyah nikah ialah

akad yang berakibat hukum adanya hak istimta’’

3 Kemenag R, al-Qur’an dan TafSirnya, Jilid 6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 598.

* Abi ‘Abdillah Muhammad Bin Isma’il Bin Ibrahim Bin Mughirah Bin Bardizbah al-Bukhari,
Sahih Bukhari, (Kairo: Darussalam, 2000), 438.

> Muhammad ad-Dusuqy, al- Ahwal ash-Shakhsiyah Fil Madhabi ash-Shafi’i, (Kairo: Darus
Salam, 2011), 18.



Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan
bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.’ Selanjutnya didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula terkait
pengertian perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.’

Berdasarkan kedua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
tujuan perkawinan ialah untuk membentuk sebuah hubungan keluarga yang
kekal dan berangsung selama hidup. Namun, pada kenyataannya kehidupan
suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan
tentram. Perselisihan yang timbul dalam rumah tangga terkadang begitu
hebat, sehingga tidak dapat didamaikan, dan terus menerus terjadi
pertengkaran diantara suami istri tersebut.

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka
pembentukan rumah tangga yang damai dan tenteram seperti yang
dikehendaki oleh agama tidak akan tercapai. Oleh karena itu, untuk
menghindari kemudharatan yang akan lebih banyak terjadi maka dalam hal
ini putusnya perkawinan dimungkinkan terjadi. Dalam hal ini Islam
membenarkan putusnya perkawinan sebagai jalan keluar yang terakhir bagi

suami istri yang telah gagal berusaha melanjutkan rumah tangga.®

6 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
7 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
S M. Syaifuddin, dkk., Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 21.



Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan dalam
Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya
hubungan perkawinan.

Selanjutnya, jika hubungan perkawinan putus antara suami istri, maka
terdapat akibat dari putusnya perkawinan tersebut. Salah satunya ialah bagi
mantan istri berlaku ketentuan masa ‘%ddah. Kewajiban menjalani masa
‘iddah bagi istri yang berpisah dengan suaminya ini hukumnya wajib.
Sebagaimana firman Allah dalam Surat a/-Bagarah Ayat 228, sebagai

berikut:
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Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka

(menunggu) tiga kali guru’ tidak boleh bagi mereka menyembunyikan
apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka™

‘Iddah merupakan masa tunggu yang harus dilalui wanita untuk
mengetahui bersihnya rahim wanita itu atau sebagai ta‘abud semata.'
‘Iddah secara bahasa berarti menghitung atau hitungan. Kata ini
dimaksudkan dalam masa ‘%ddah perempuan yang ber 7ddah ini menghitung
dengan cermat. Disamping itu, /afaz ‘iddah ini juga kadang digunakan untuk

sesuatu yang dihitung, dalam hal ini menghitung berlalunya waktu tunggu."'

’ Kemenag R, a/-Qur’an dan TafSirnya, Jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 335.

' Wahbah az-Zuhayly, al-Figh al-Islam wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 625.

" Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, A/-Ahwal ash-Shakhsiyah Fi Shari’ati al-Islamiyah,
(Beirut: al-Maktabah al-Alamiyah, 2003), 346.



Kewajiban melakukan ‘7ddah ini berlaku bagi wanita-wanita berikut ini:

1. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya setelah adanya akad
nikah yang sah secara syara’, baik wanita tersebut telah digauli
oleh suaminya maupun belum digauli.'

2. Wanita yang berpisah dengan suami sahnya, baik sebab talak,
khulu’, maupun fasakh dan wanita tersebut telah digauli oleh
suaminya.

3. Wanita yang ditinggal mati suaminya, dan telah digauli akan
tetapi dalam perkawinan yang tidak sah atau sebab wath’i
shubhat.”

Selanjutnya, dalam masa ‘/ddah terdapat larangan-larangan bagi wanita
yang menjalaninya, yaitu sebagai berikut'*:

1. Haram dipinang dan menerima pinangan

2. Haram melangsungkan perkawinan

3. Haram keluar dari rumah

Terkait masalah peminangan ini haram bagi laki-laki lain untuk
meminang seorang wanita yang masih dalam masa ‘%ddah, baik yang
ber ‘/ddah karena talak maupun wafat. Alasannya wanita dalam masa ‘“ddah
talak raj’i statusnya sama dengan wanita yang sedang terikat perkawinan.'’

Bagi wanita yang ber “ddah talak raj keharaman meminang ini baik

yang dilakukan secara sindiran maupun terang-terangan. Sedangkan bagi

" Ibid., 348.
"> Muhammad ad-Dusuqy, al-Ahwal ash-Shakhsiyah..., 231.
' Wahbah az-Zuhayly, a/-Figh al-Islam. .., 653.
15 11,3
Ibid.



wanita yang ber- 7ddah talak ba’in dan ‘iddah wafat hanya tidak boleh
dipinang secara terang-terangan, namun boleh dipinang secara sindiran
saja.16

Dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa bekas
istri selama masa “%ddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan
dan tidak menikah dengan pria lain.'” Hal ini dikarenakan bekas suami masih
mempunyai hak untuk melakukan ruju’ pada mantan istrinya yang masih
dalam masa ‘ddah (Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam).

Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan hal yang bertentangan
dengan ketentuan. Sebagian masyarakat ada yang melakukan pendaftaran
pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama sedangkan calon mempelai
perempuan masih dalam masa %ddah akibat perceraian dengan suami
sebelumnya. Salah satunya ialah pasangan Ibu Sulastri dan Bapak Misri,
warga Bogangin Baru Blok K/RT 08 RW 05 Surabaya yang mendaftarkan
pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Karangpilang Kota Surabaya.

Pada saat melakukan pendaftaran di Kantor Urusan Agama
Karangpilang Ibu Sulastri berstatus janda cerai talak. Ibu Sulastri resmi
bercerai dengan suaminya yang pertama yaitu Bapak Eko Ari Wibowo pada
tanggal 04  Februari 2014  berdasarkan akta cerai Nomor

0254/AC/2014/PA/Sby. Sedangkan, pada tanggal 17 April 2014 Ibu Sulastri

mendaftarkan pencatatan perkawinan dengan Bapak Misri di Kantor Urusan

16 10
Ibid.
' Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 45.



Agama Karangpilang dan telah dirafak oleh petugas KUA pada tanggal 23
April 2014. Jika dihitung maka seharusnya Ibu Sulastri masih dalam masa
‘iddah talak raj’i dari suaminya yang pertama. Karena scharusnya masa
‘iddah selesai pada tanggal 04 Mei 2014, sebagaimana yang tercantum dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b “Apabila perkawinan
putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3
(tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan
bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”

Apabila sepasang calon suami istri mendaftarkan pencatatan
perkawinan, maka hal itu menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan
untuk melangsungkan perkawinan. Kesepakatan ini biasanya diawali dengan
peminangan. Muncul permasalahan yaitu bagaimana mungkin seorang
wanita yang sedang ber 7ddah diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran
pencatatan perkawinan, sedangkan dipinang atau menerima pinangan dari
laki-laki lain saja hukumnya haram. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui analisis hukum Islam tentang hukum kebolehan pendaftaran
yang dilakukan dalam masa ‘/ddah tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan mengkaji dengan judul
“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBOLEHAN
PENDAFTARAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA MASA ‘IDDAH

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya)”



B. Identifikasi Masalah
Setelah penulis uraikan terkait latar belakang dilakukannya penelitian
ini, selanjutnya dapat disarikan poin-poin penting yang akan menjadi fokus
penelitian penulis, diantaranya ialah:

1. Alasan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota
Surabaya membolehkan pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa
‘iddah

2. Pelaksanaan pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa ‘ddah di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya

3. Analisis hukum Islam terhadap kebolehan pendaftaran pencatatan
perkawinan pada masa ‘%ddah di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Karangpilang Kota Surabaya

4. Keabsahan hukum pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya pada masa ‘iddah

C. Batasan Masalah
Adapun dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah sebagai
berikut:
1. Alasan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota

Surabaya membolehkan pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa

‘iddah



2. Analisis hukum Islam terhadap kebolehan pendaftaran pencatatan
perkawinan pada masa ‘%ddah di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Karangpilang Kota Surabaya

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat ditulis
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa alasan Kepala Kantor Urusan Agama Karangpilang Kota Surabaya
membolehkan pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa “dda/h?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kebolehan pendaftaran
pencatatan perkawinan pada masa ‘%ddah di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya?

E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan deskripsi tentang penelitian yang sudah
pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti oleh seorang
peneliti, yang digunakan untuk mengetahui apakah sudah ada penelitian
yang sama sebelumnya.
Ada beberapa penelitian yang telah ada terkait permasalahan ‘ddah ini,
diantaranya ialah:
1. Skripsi yang ditulis oleh A. Sholakhuddin S., berjudul “Analisis Hukum
Islam Terhadap Pernikahan Dalam Masa ‘iddah (Studi Kasus di Desa

Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)’. Dalam skripsi
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tersebut dibahas tentang alasan terjadinya pernikahan dalam masa
‘iddah di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan dan
bagaimana analisis hukum Islam terhadap penikahan dalam masa ‘ddah
tersebut. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perkawinan dilakukan
dalam masa “%ddah di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten
Bangkalan yaitu di kediaman mempelai perempuan dengan bantuan
tokoh agama didaerah tersebut. Sedangkan perkawinan tersebut terjadi
karena dorongan faktor biologis, faktor ekonomi, dan minimnya
pengetahuan terkait larangan dalam masa %ddah. Menurut peneliti
perkawinan tersebut melanggar hukum Islam dan Undang-undang
perkawinan.'®

2. Skripsi yang ditulis oleh Diah Wahyuningtyas, berjudul “77njauan
Hukum Islam Terhadap Penikahan Dalam Masa ‘iddah Pada Masyarakat
Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten
Murung Raya Kalimantan Tengah’ Dalam skripsi tersebut dibahas
tentang tradisi pernikahan dalam masa ‘%ddah pada masyarakat Dayak
Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung
Raya Kalimantan Tengah, bagaimana tinjuan dan solusi hukum
Islamnya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perkawinan dalam masa
‘iddah pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban

Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah

'8 A. Sholakhuddin S., “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dalam Masa ‘ Iddah (Studi
Kasus di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan) (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2013), vii
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terjadi dalam proses manyarahan yang ternyata tidak berhenti hanya
sampai terjadi perceraian saja, namun dilanjutkan dengan prosesi
perkawinan baru dengan pasangan baru pula tanpa melalui tenggang
waktu atau masa ‘7ddah, sehingga menurut peneliti perkawinan tersebut
hukumnya haram dan sama saja tidak pernah terjadi perkawinan."
Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang
juga membahas tentang permasalahan dalam ‘ddah. Penelitian yang penulis
lakukan ialah terkait pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa “%ddah,
namun tidak sampai melakukan akad nikah sebagaimana kasus yang diteliti
oleh peneliti pada penelitian diatas. Sehingga penelitian yang penulis

lakukan ini jelas berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab Kepala Kantor Urusan Agama
Karangpilang Kota Surabaya membolehkan pendafatran pencatatan
nikah didalam masa ‘ddah

2. Untuk mengetahui kebolehan pendaftaran pencatatan perkawinan pada

masa ‘“ddah ditinjau dari hukum Islam

' Diah Wahyuningtyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penikahan Dalam Masa ‘/ddah Pada
Masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya
Kalimantan Tengah” (Skripsi-- TAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), vii
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G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau

kontribusi baik dalam aspek teoritis maupun aspek praktis:

1. Aspek teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu
pengetahuan terkait Hukum Perkawinan, sebagai perbandingan atau pun
sebagai bahan rujukan bagi para peneliti berikutnya. Selain itu juga
memperjelas larangan-larangan yang harus dihindari oleh wanita pada
masa ‘7ddah

2. Aspek praktis
Diharapkan dari hasil penelitian ini ada perubahan pemahaman dalam
masyarakat khususnya warga Karangpilang Kota Surabaya bahwa
wanita dalam masa ‘ddah itu memiliki larangan yang wajib dijauhi.
Disamping itu, sebagai masukan bagi pejabat Kantor Urusan Agama

setempat agar lebih berhati-hati dalam memberikan kebijakan.

H. Definisi Operasional
Guna memahami maksud dari penelitian ini, juga untuk menghindari
adanya pemahaman yang menyimpang terhadap skripsi ini, maka perlu
adanya penjelasan tentang beberapa istilah berikut ini:
Analisis Hukum Islam :  penyelidikan terhadap suatu

peristiwa menggunakan hukum yang berdasarkan al-Quran, Hadis, Pendapat
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Ulama, Kompilasi Hukum Islam tentang larangan-larangan bagi wanita
dalam masa ‘ddah, dan Kaidah-kaidah Fikih

Pendaftaran Pencatatan Perkawinan  : pendataan administrasi perkawinan
yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) di kantor Urusan

Agama Kecamatan Karangpilang

Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (fie/d research).
Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari
lapangan sebagai obyek penelitian.
1. Data yang dikumpulkan
Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:
a. Data yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab adanya
kebolehan pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa ‘ddah
b. Data terkait prosedur pendaftaran pencatatan perkawinan
c. Data yang berkaitan dengan larangan-larangan bagi wanita pada
masa ‘7ddah
2. Sumber data
Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis gunakan
terdiri dari dua sumber data yaitu:
a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara

langsung dari subjek penelitiannya, berupa keterangan langsung dari
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Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota

Surabaya yaitu Bapak Muhamad Nuh, SH., dan keterangan

langsung dari pihak yang melakukan pendaftaran pencatatan nikah

pada masa ‘“ddah yaitu Bapak Misri dan Ibu Sulastri, Bapak Eko

Djoko S. dan Ibu Ida Kirana, terkait dengan faktor yang

menyebabkan adanya pendaftaran perkawinan pada masa ‘iddah

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder berupa buku-buku yang mendukung dan

terkait dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

1.

b,

Al-Figh al-Islam wa Adillatuh, karya Wahbah az-Zuhayly
Al-Ahwal al-Shakhsiyah Fi Shari’ati al-Islamiyah, karya
Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid

Al-Ahwal al-Shakhsiyah Fil Madhabi ash-Shafi’i, karya
Muhammad ad-Dusuqy

Figih Lima Madhab, karya Muhammad Jawwad Mughniyah
Figih Munakahat, karya Abdul Aziz Muhammad Azzam

Figih Munakahat, karya Muhammad Zuhaily

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, karya Amir
Syarifuddin

Literatur lain yang terkait dengan ‘ddah dan larangan-

larangannya

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



a.
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Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) adalah proses tanya jawab secara lisan yang
diarahkan pada suatu masalah tertentu, dimana dua orang
berhadapan secara fisik. Pihak pertama (Interviewer) mengajukan
pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan sambil menilai
jawaban-jawabannya, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai
pemberi informasi.*

Adapun wawancara ini dilakukan dengan mengadakan komunikasi
langsung dan wawancara langsung secara lisan kepada Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya,
dan pihak yang melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan di
Kantor Urusan Agama Karangpilang.

Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content
analysis.”' Cara ini dilakukan guna memperoleh data sekunder baik
dari buku-buku, kitab-kitab, maupun dokumen lain yang

berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah

mengolah data tersebut, yang penulis olah dengan tahapan sebagai

berikut:

0 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.
*! Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1986), 21.
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a. Tahap editing, yaitu kegiatan memeriksa data yang terkumpul dari
segi kesempurnaannya, kelengkapan jawaban yang diterima,
kebenaran cara pengisian, relevansi bagi penelitian, maupun
keragaman data yang diterima peneliti.”> Pada tahap editing ini
penulis memeriksa data-data hasil wawancara dari beberapa pihak,
kemudian memilah data untuk dijadikan sumber informasi.

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data-data yang diperoleh
dalam  kerangka paparan yang direncanakan kemudian
dikonfirmasikan dalam rumusan masalah

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya untuk menganalisis dan menata secara

sistematis seluruh hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui

wawancara dan studi dokumen mengenai pendaftaran pencatatan
perkawinan dalam masa ‘/ddah tersebut.

Setelah semua data dikumpulkan, maka data tersebut akan dianalisis

dengan menggunakan teknik Deskriptif-Induktif verifikatif, yaitu

menggambarkan dan memaparkan fakta-fakta tentang kasus kebolehan
pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa ‘ddah di KUA

Karangpilang Kota Surabaya, yang selanjutnya dicocokkan dengan teori

atau dalil yang bersifat umum tentang perkawinan dan kemudian

menguji keabsahannya

*? Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 33.
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J. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa
yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan
yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa subbab, adapun
susunannya adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang,
identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi ‘7ddah dalam hukum Islam, yang terdiri dari beberapa
subbab yaitu pengertian ‘“ddah, hukum dan dasar hukum ‘ddah, macam-
macam %ddah, larangan selama dalam masa ‘/ddah, hak istri selama dalam
masa ‘“7ddah, hikmah disyariatkannya ‘%ddah, pendapat ulama’ kontemporer
tentang ‘iddah.

Bab ketiga memuat hasil temuan, meliputi profil KUA Kecamatan
Karangpilang Kota Surabaya: sejarah perkembangan dan pembagian wilayah
administrasi KUA Kecamatan Karangpilang, kedudukan tugas dan fungsi
KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, kondisi sosial dan ekonomi;
prosedur pendaftaran pencatatan perkawinan di KUA Karangpilang,
kebijakan KUA Karangpilang tentang kebolehan pendaftaran pencatatan
perkawinan pada masa ‘ddah, pelaksanaan pendaftaran pencatatan
perkawinan pada masa ‘“ddah, faktor yang melatarbelakangi kebolehan

pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa ‘7ddah.
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Bab keempat merupakan bab yang membahas kajian analisis hukum
Islam terhadap kebolehan pendaftaran pencatatan perkawinan pada masa
‘iddah.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari skripsi ini. Bab ini memuat

kesimpulan dan saran.



